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TINJAUAN YURIDIS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) 
TIRTA MANDIRI KLATEN 
Abstrak 
BUMDes merupakan suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat terutama memberdayakan sumber daya desa itu sendiri 
sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa, yang diatur dalam UU No. 6 tahun 
2014 tentang Desa. Dasar hukum BUMDes yang digunakan adalah 1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2) Undang-Undang Nomor 32Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2005 Tentang Desa, 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 
Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007. Unit usaha dalam BUM Desa yang dapat dikembangkan meliputi: air 
minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan, dan sumber daya lokal dan 
teknologi tepat guna lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan AD ART 
dan struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Klaten oleh 
Pemerintah Desa Ponggok dan mendeskripsikan pengelolaan unit-unit usaha di 
Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Klaten berdasarkan Peraturan Desa 
BUMDes dan Undang-Undang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
kepustakaan. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknis 
analisis data menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
1) Pendirian BUMDes dan pengelolaan unit-unit usaha di BUMDes susah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2009. 
Selain itu pengelolaan unit-unit usaha di BUMDes Tirta Mandiri Klaten juga 
sudah sesuai dengan AD ART BUMDes Tirta Mandiri dan UU Desa No. 6 tahun 
2014. Adapun pengelolaan unit-unit usaha juga sesuai dengan Pasal 8 Anggaran 
Dasar BUMDes Tirta Mandiri bahwa jenis unit usaha BUMDes meliputi antara 
lain unit usaha: pengelolaan air bersih, perikanan, pariwisata umbul ponggok, 
perkreditan, kios kuliner dan toko. 2) Tanggung jawab pengelola BUMDes Tirta 
Mandiri dan Kepala Desa Ponggok terhadap kesejahteraan masyarakat Desa 
Ponggok adalah dalam bentuk bagi hasil dari laba yang dihasilkan yakni sebesar 
30% laba bersih diserahkan ke masyarakat Desa Ponggok sebagai PAD. Adapun 
tanggung jawab pengelola BUMDes Tirta Mandiri sesusai dengan Pasal 14 
Anggaran Dasar BUMDes Tirta Mandiri yaitu memberikan Laporan Pertanggung 
Jawaban (LPJ) kepada Komisaris yang dilaksanakan setiap akhir bulan Januari 
tahun berikutnya. 
Kata Kunci: tinjauan yuridis, BUMDes, Tirta Mandiri Klaten. 
Abstract 
BUMDes become a useful business enterprise community needs, specially, 
empowering village resources as a driver of the economy of rural communities, 
arranged in Act No. 6 of 2014 about the Village. Legal basis BUMDes, using are 
1) Act No. 6 of 2014 about the Village, 2) Act No. 32 of 2004 about Local
government, 3) Government Regulation Number 72 Year 2005 Concerning 
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Villages, 4) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 39 of 2010 on 
Village Owned Enterprises, and 5) Government Regulation Number 38 Year 
2007. Business units within BUMDes that can be developed include: village 
drinking water, village electricity business, food barns, and local resources and 
other appropriate technologies. This study aims to explain the Statutes / Bylaws 
and organizational structure of the Tirta Mandiri Village Owned Enterprise by 
the Village Government of Ponggok and describes the management of business 
units in the Tirta Mandiri Village Owned Enterprise based on BUMDes Village 
Rules and Village Law. This research is a literature legal research. Methods of 
data collection through literature study. Technical analysis of data using 
deductive logic. The results showed that 1) Establishment of BUMDes and 
management of business units in BUMDes is difficult in accordance with laws and 
regulations Village Rule Number 6 of 2009. In addition, the management of 
business units in Tirta Mandiri BUMDES Klaten also in accordance with Statutes 
/ Bylaws of BUMDes Tirta Mandiri and Village Law no. 6 years 2014. The 
management of business units is also in accordance with Article 8 of the Articles 
of Association of Tirta Mandiri BUMDes that type of business unit of BUMDes 
includes among others business unit: clean water management, fishery, tourism 
ponggok, credit, culinary kiosk and shops. 2) The responsibility of the 
management of BUMDES Tirta Mandiri and Ponggok Village Chief to the welfare 
of the people of Ponggok Village is in the form of profit sharing resulted that is 
30% of net profit is handed over to the Ponggok Village as the Original Income. 
The responsibility of the management of BUMDES Tirta Mandiri in accordance 
with Article 14 of the Articles of Association of Tirta Mandiri BUMDes is to 
provide Accountability Report (LPJ) to the Commissioner held at the end of 
January next year. 
Keywords: juridical review, Village Owned Enterprise, Tirta Mandiri Klaten. 
1. PENDAHULUAN
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah pemerintah desa dan 
warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan 
perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu 
menstimulasi dan menggerakakan roda perekonomian desa. 
Badan usaha milik desa ini merupakan bentuk usaha desa yang dibentuk/ 
didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaan-nya 
dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan ini berasal dari 
pemerintah kabupaten/kota dengan me-netapkan peraturan daerah tentang 
pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan bumdes. Selanjutnya pemerintah 
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Salah satu BUMDes yang cukup berhasil dalam membangun 
perekonomian di desa adalah BUMDes Tirta Mandiri Klaten yang didirikan oleh 
pemerintah desa Ponggok. Dengan berbekal daftar inventarisasi potensi dan peta 
aset desa, forum musyawarah Desa Ponggok menyepakati gagasan pengelolaan 
dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes. Awal terbentuknya BUMDes 
usaha yang dikelola hanya toko pakan ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat 
serta merintis kegiatan pariwisata Umbul Ponggok sebagai wahana rekreasi. 
Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes, kini 
BUMDes Tirta Mandiri Klaten mengalami pergerakan yang lebih baik. Dalam 
jangka waktu satu tahun BUMDes sudah menghasilkan laba Rp. 100.000.000,- 
dan disetor sebagai PAD sebesar Rp. 30.000.000,- (30% dari laba) pada tahun 
2010. Lebih dari itu, dengan mengelola satu objek wisata saja yaitu umbul 
ponggok terbukti pada tahun 2014 PAD yang diterima dari hasil usaha BUMDes 
sudah sebesar Rp. 350.000.000,-.
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Mengenai tanggung jawab BUMDes terletak pada kepala desa sebagai 
bagian dari pemerintah desa. Dimana pemerintah desa adalah meliputi kepala desa 
dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan jika 
ada permasalahan dalam kelembagaan BUMDes dan hubungannya dengan 
kemitraan, maka penyelesaiannya berada di pemerintah desa dan penyelesaiannya 
melibatkan lembaga desa bersama warga masyarakat.
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Saat ini, BUMDes Tirta Mandiri mengelola berbagai macam units usaha, 
di antaranya pengelolaan PAM air bersih, kegiatan perikanan, pertanian, 
pariwisata dan kuliner, simpan pinjam dan lain sebagainya. Dengan penghasilan 
dan omset BUMDes yang sedemikian besar, hal ini sebagai tumpuan dalam 
memajukan perekonomian warga di Desa Ponggok sendiri. Berdasarkan uraian 
tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul 
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“Tinjauan Yuridis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri 
Klaten.” 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan AD ART dan struktur 
organisasi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Klaten oleh Pemerintah Desa 
Ponggok dan mendeskripsikan pengelolaan unit-unit usaha di Badan Usaha Milik 




Penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan
4
 dengan pendekatan 
undang-undang (statute approach). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini meliputi data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berupa bahan-
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
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Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Metode analisis 
data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Pengelolaan Unit-Unit Usaha di BUMDes Tirta Mandiri Klaten 
Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Desa 
BUMDes 
BUMDes Tirta Mandiri didirikan pada tanggal 15 Desember 2009 yang 
berkedudukan di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 
sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Pasal 1 dan 
merupakan badan usaha milik Pemerintahan Desa Ponggok Kecamatan 
Polanharjo, Kabupaten Klaten sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3. 
Pengambilan nama Tirta Mandiri dijelaskan dalam Pasal 2 tentang Arti dan Logo, 
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bahwa Tirta berarti air merupakan kekhususan atau kekhasan dari Desa Ponggok 
dan Mandiri berarti berdiri sendiri, dimana BUMDes ini berasaskan Pancasila. 
BUMDes ini bersifat mengelola potensi dan aset desa dan mengembangkan 
perekonomian desa yang menguntungkan. Tujuan didirikan BUMDes di antaranya 
untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan peluang usaha bagi 
masyarakat, membuka kesempatan masyarakat untuk berinvestasi, dan sebagai 
sumber pendapatan asli desa. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna 
mendorong/ menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, 
baik yang berkembang menurut adat istiadat / budaya setempat, maupun kegiatan 
perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program 




Pendirian BUMDes sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Hal ini dijelaskan bahwa pendirian BUMDes Tirta Mandiri Klaten telah 
berdasarkan pada Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2009 yang dibuat tanggal 15 
Desember 2009. BUMDes dibentuk didasarkan karena amanat UU dan Permendes 
Tahun 2015 yang mengatur bahwa Desa dapat mendirikan sebuah Badan Usaha 
Milik Desa.  
Mengenai pengelolaan unit-unit Desa Ponggok, terhadap masing-masing 
unit pengelolaan, telah ada tanggung jawab dan pengelolaan yang jelas. Hal ini 
sebagaimana dijelaskan oleh Nurul, sekretaris desa BUMDes sebagai berikut: 
“Jadi BUMDes Tirta Mandiri membawahi PT. Umbul Ponggok, Ponggok 
Ciblon, dan toko desa. Mengenai pengelolaannya masing-masing dikelola 
tapi pengawasan tetap dari BUMDes. Jadi di BUMDesnya ada Direktur, 
Wakil Direktur, ada sekretaris. Terus di unitnya, itu ada kepala-kepala 
unit. Kepala-kepala unit itu yang melaporkan setiap kegiatan kepada 
Direktur Utama. Dari pendapatan yang didapat, mereka menghidupi 
unitnya masing-masing. Jadi misalnya pendapatan di PT. Umbul Ponggok 
nanti digunakan untuk menggaji karyawan mereka sendiri. Dari sisa laba 
bersih itu adalah yang disetor ke BUMDes. Jadi mereka tetap di bawah 
naungan BUMDes. Sama dengan yang di unit toko desa dan Ponggok 
Ciblon.”8 
 




 Hasil Wawancara dengan Nurul Sekretaris Desa Ponggok, Selasa, 20 Maret 2018 
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Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengenai 
pengelolaan masing-masing unit tetap berada dalam pengawasan BUMDes Tirta 
Mandiri atau berada di bawah BUMDes Tirta Mandiri, walaupun dalam masing-
masing unit telah ada pengelolaan yang jelas. Mengenai modal unit-unit usaha, 
Nurul kembali menjelaskan sebagai berikut: 
“Mengenai modal, kalau PT, penyertaan modal ya yang ada di unit sendiri. 
Misalnya di Umbulnya, mereka punya inventaris apa nah itu yang 
digunakan sebagai modal dana. Toko desa juga seperti itu.”9 
 
Nurul menjelaskan bahwa modal BUMDes sendiri dulu dari hibah desa, 
kemudian dari dana hibah tersebut dibagi ke unit-unit usaha di BUMDes. 
Mengenai kelembagaan PT sendiri di BUMDes, Nurul menjelaskan bahwa 
pengelolaan PT di BUMDes tidak seperti pengelolaan PT pada umumnya. Jadi 
program saham itu dari BUMDes, jadi tidak langsung ke PT atau unit-unit usaha 
di BUMDes. Jadi BUMDes membuka saham ke masyarakat setiap KK 5 juta. 
Warga yang menyetor dana, mereka dapat bagi hasil tiap bulannya. Jadi dalam 
pengelolaan saham tetap dikelola BUMDes Tirta Mandiri. Mengenai kerugian 
yang ada di unit usaha, Nurul menjelaskan bahwa hal tersebut tetap dalam 
tanggung jawab pihak BUMDes. 
Mengenai pengelolaan PT. Umbul Ponggok sebagai kawasan desa wisata 
di BUMDes yang paling utama, Nurul menjelaskan sebagai berikut: 
“Untuk pengelolaannya, kita tetap promosi-promosi, dan membuka usaha 
baru, seperti Ninja Warrior, tapi untuk ciri khas nya tetap pada foto 
underwaternya.”10 
 
Nurul menjelaskan, untuk pengelolaan ke depan, BUMDes Tirta Mandiri 
akan mengembangkan wisata Ponggok Ciblon yang akan dibuat waterboom 
terbesar, namun baru dalam tahap proses pengerjaan. Mengenai bentuk perseroan 
terbatas sendiri pada masing-masing unit, Nurul menjelaskan bahwa pembentukan 
ke arah PT diperlukan untuk keperluan mencari dana atau pinjaman kemitraan 
dengan bank atau instansi lain sebab jika hanya memakai SK Kepala Desa akan 






sulit mencari dana segar. Untuk kerja sama dengan pihak ketiga, syaratnya juga 
harus dalam bentuk PT.  
Secara garis besar, BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok menggeluti 
bidang usaha di antaranya: 1) Pariwisata (Umbul Ponggok). PT Umbol Ponggok 
merupakan wahana wisata yang paling utama di BUMDes Tirta Mandiri dengan 
omset yang cukup besar. Pengelolaan destinasi wisata air umbul ponggok meliputi 
walker, diving, snorkeling, dan fotografi. 2) Perkreditan/ Simpan Pinjam. 
Perkreditan merupakan kemandirian yang dibangun oleh BUMDes Tirta Mandiri 
dalam bentuk memberikan fasilitas pendanaan, perkreditan, atau simpan pinjam 
bagi warga yang membutuhkan. Dalam hal ini BUMDes mengelola PT. Arta Tirta 
Ponggok yang mengelola bagian perkreditan rakyat, permodalan usaha, maupun 
leasing atau finance. 3) Pengelolaan Air Bersih. Pengelolaan air bersih merupakan 
pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri yang lain dalam rangka menyediakan air 
bersih. Dalam hal ini BUMDes mengelola dalam wadah PT Air Ponggok yang 
menyediakan pengelolaan air bersih dan air minum dalam kemasan. 4) Perikanan/ 
Kolam. Dalam hal perikanan, BUMDes Tirta Mandiri mengelola dalam wadah 
PT. Mina Tirta Mulia yang menyediakan produk unggulan berupa ikan nilai 
merah dalam hal budidaya perikanan dan kolam. 5) Kios Kuliner. Dalam hal kios 
kuliner, BUMDes mengelola dalam bentuk PT. Ponggok Ciblon yang 
menyediakan pengelolaan kawasan wisata ponggok ciblon yang meliputi resort, 
kuliner, play ground, dan water park.
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BUMDes Tirta Mandiri Klaten didirikan berdasarkan UU No. 32 tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Perda 
No. 2 tahun 2009 tentang BUMDes. Dalam kelembagaan BUMDes Tirta Mandiri 
terdapat susunan struktur organisasi, legalitas, AD-ART, kantor, administrasi 
keuangan. Serta dalam manajemen BUMDes, terdapat penggalangan dana dan 
penyaluran dana.  
Lebih lanjut, didirikannya BUMDes Tirta Mandiri telah berdasarkan 
kesepakatan dalam musyawarah desa antara Pemerintah Desa, BPD, dan 
                                                             
11
 Slide Presentasi Holding BUMDes Tirta Mandiri Klaten 
8 
masyarakat untuk membentuk BUMDes di bawah dasar hukum Perdes No. 6 
tahun 2009 yang menjadi landasan umum pembentukan BUMDes saat ini. Di 
dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Desa, desa didefinisikan sebagai, “kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Di dalam Pasal 1 angka 10, Badan Usaha 
Milik Desa didefinisikan, sebagai, “badan usaha yang dimiliki oleh Desa.” 
Selanjutnya di dalam angka 11 dijelaskan bahwa, “Badan Usaha Milik Desa serta 
usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan diawasi oleh Lembaga Desa 
bersama warga masyarakat.” Diterangkan lebih lanjut bahwa hasil usaha dari 
Badan Usaha Milik Desa merupakan pendapatan asli desa, yang selanjutnya 
digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Ponggok yang 
diatur dengan Peraturan Desa tentang APBDes. Terkait dengan Pemerintah Desa 
Ponggok, dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa, “Pemerintah Desa Ponggok 
membentuk Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa 
bersama Lembaga Desa dan warga Desa Ponggok.” Berdasarkan uraian di atas, 
dapat disimpulkan bahwa BUMDes sebagai wadah atau lembaga dalam bidang 
penguatan perekonomian masyarakat desa yang dimiliki oleh sebuah desa dengan 
pengelolaan yang bersumber dari desa dan dari masyarakat itu sendiri secara 
bersama dengan keuntungan yang dikumpulkan semata-mata dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat melalui kebijakan-
kebijakan desa. Salah satu BUMDes yang cukup berkembang di Desa Ponggok 
adalah BUMDes Tirta Mandiri. 
Selanjutnya mengenai permodalan BUMDes diperoleh dari beberapa 
sumber, dimana keuangan dan harta benda BUMDes diperoleh dari: Kekayaan 
desa atau bantuan / hibah kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes, Bantuan/ 
hibah dari APBD Kabupaten, Bantuan/ hibah dari APBD Provinsi, Bantuan/ hibah 
APBN, Kerja sama dengan pihak swasta / pihak ketiga (investor), Pinjaman 
9 
kepada lembaga keuangan pinjaman atas nama pemerintah desa harus 
mendapatkan persetujuan BPD, dan Hasil usaha yang sah.
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Hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase 
dari hasil laba netto dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling 
menguntungkan. Pembagian hasil usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan LPJ 
dengan realisasi sebagai berikut: Disetor ke APBDes sebesar 30%, Pemupukan 
modal BUMDes sebesar 25%, Insentif Komisaris, Dewan Komisaris, dan 
Pengurus sebesar 15%, Cadangan modal sebesar 10%, Dana pendidikan dan 
pelatihan pengurusan sebesar 10%, dan Insentif badan pengawas sekitar 10%. 
Mengenai kepengurusan BUMDes diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 
(ART) BUMDes Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. 
Dimana disebutkan dalam Pasal 1 bahwa kepengurusan BUMDes dipilih 
berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
Kepengurusan BUMDes dapat diberhentikan apabila: telah selesai masa baktinya, 
meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak dapat melakukan tugas dengan baik 
sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes, dan atau 
dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Kebijakan untuk pengembangan kegiatan unit usaha dari BUMDes ditetapkan 
dalam rapat umum Pengurus BUMDes, Komisaris, dan BP. Diatur dalam Pasal 2, 
bahwa pengurus BUMDes berasal dari masyarakat Desa Ponggok dan 
bertanggungjawab kepada Badan Pengawas. Pengurus diangkat dan diberhentikan 
oleh Kepala Desa untuk masa jabatan sesuai dengan surat keputusan.  
Di dalam struktur organisasi BUMDes juga dibentuk Badan Pengawas 
yang melakukan koordinasi dengan direktur. Fungsinya diatur di dalam Pasal 3 
tentang Badan Pengawas dimana untuk keperluan pengawasan BUMDes dapat 
dibentuk badan pengawas yang terdiri dari tokoh masyarakat Desa (BPD). Badan 
pengawas BUMDes terdiri dari 3 orang yaitu seorang ketua dan dua orang 
anggota, dimana pengangkatan ketua dan anggota badan pengawas dilakukan 
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berdasarkan musyawarah Desa. Evaluasi dilakukan setiap bulan atau sewaktu-
waktu jika dianggap perlu sesuai dengan ketentuan AD-ART BUMDesa, dimana 
hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan badan pengawas dikoordinasikan 
dengan dewan komisaris pada bulan berikutnya.  
Prinsip umum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus 
dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, 
transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan 
self help yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenaan dengan hal 
itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat 
tentang karakteristik kelokalan termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan 
peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. 
Dalam pengelolaan unit-unit usaha di BUMDes Tirta Mandiri, telah 
memenuhi prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, 
maupun akuntabel, serta sustainabel, dimana pengelolaan unit-unit usaha 
BUMDes selalu berkembang ke depannya dan membentuk unit-unit usaha baru 
dalam rencana jangka menengah ke depan. Dari berbagai jenis unit usaha yang 
dikelola BUMDes Tirta Mandiri yang meliputi pengelolaan air bersih (PAB), 
perikanan, pariwisata umbul ponggok, perkreditan, dan kios kuliner dan toko, 
setiap akhir tahun BUMDes harus menyetor bagi hasil kerja sama unit-unit usaha 
ke pemerintahan Desa Ponggok sesuai dengan perjanjian dengan pemerintahan 
Desa Ponggok.  
BUMDes sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai 
lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). 
BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat 
melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian 
BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Sedangkan 
sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran 
sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya 
prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. Tujuan akhirnya, 
BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan 
yang mengubungkan desa dengan lingkup perekenomian di luarnya sehingga 
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menjadi penguat ekonomi di pedesaan.
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 Mengenai BUMDes Tirta Mandiri, maka 
seluruh hasil pendapatan BUMDes 30% masuk ke dalam Pendapatan Asli Desa 
Ponggok.  
 
3.2  Tanggung Jawab Pengelola BUMDes Tirta Mandiri Klaten dalam 
terhadap Masyarakat Desa Ponggok 
Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi 
khususnya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap 
seluruh pemangku kepentingan di antaranya karyawan, konsumen, pemegang 
saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan 
yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
14
  
Tanggung jawab sosial perusahaan secara normatif diatur di dalam Pasal 
74 UUPT menyebutkan Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan. 
Pasal 74 UUPT mengatur antara lain :  
Ayat (1) Peseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan.  
Ayat (2) Tanggung Jawab Sosial dan Libgkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan 
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 
dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  
Ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksudkan 
pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan  
Ayat (4 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jwab Sosial dan 
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1), yang dimaksud dengan perseroan 
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah 
perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya 
alam, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan 
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sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak 
memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada 
fungsi kemampuan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sanksi 
segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan peruandang-undangan yang 
terkait. Dengan diaturnya dalam suatu UU, CSR kini menjadi tanggung jawab 
legal dan bersifat wajib. 
Mengenai tanggung jawab BUMDes dalam hal pengelolaan air bersih PT. 
Umbul Ponggok, dalam Pasal 8 AD ART BUMDes Tirta Mandiri dijelaskan 
bahwa pengelolaan air bersih dikelola oleh BUMDes yang meliputi pemasangan 
jaringan instalasi, sistem pembayaran tarif, ketentuan-ketentuan pembebanan 
kerusakan jaringan instalasi air bersih. 
Kemudian dijelaskan dalam Pasal 9 bahwa untuk pemasangan instalasi 
jaringan air bersih Desa Ponggok di atur dalam peraturan dalam unit usaha 
Pengelolaan Air Bersih BUMDes. Dengan ketentuan pemasangan sebagai berikut: 
biaya pemasangan instalasi baru warga Desa Ponggok Rp. 500.000,- dan biaya 
pemasangan instalasi baru warga luar Desa Ponggok Rp. 700.000,- 
Pemasangan instalasi jaringan diluar instalasi jaringan utama tanpa seijin 
pengelola (mencuri) akan dikenakan sangsi sesuai dengan Bab 8 pasal II anggaran 
dasar BUMDes. 
Mengenai bentuk tanggung jawab kepala desa kepada Desa Ponggok 
secara langsung bahwa bahwa Kepala Desa sebagai penasihat BUMDes, selain itu 
BPD juga memegang peran penting setiap kali LPJ, BPD bertugas memberi 
catatan di LPJ dari segi kekurangannya yang perlu ditambah.  
Mengenai bagi hasil investasi yang dilakukan oleh masyarakat bahwa 
masyarakat yang ikut investasi dana bisa disimpan, bisa ditarik kembali, namun 
bagi hasil tetap diberikan sesuai kesepakatan dengan masyarakat yang telah 
melakukan investasi. Rencana unit usaha baru yang mau dibuat di BUMDes 
adalah dalam bentuk unit usaha perkreditan dan pokdarwis.  
Mengenai kerugian atas investasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa 
Ponggok atas BUMDes Tirta Mandiri, maka bentuk tanggung jawab BUMDes 
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adalah dikembalikan kepada pertanggungjawaban direktur dalam hal ini adalah 
direktur BUMDes.  
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung 
jawab Pengelola BUMDes Tirta Mandiri terhadap masyarakat Desa Ponggok 
adalah dalam bentuk bagi hasil dari laba yang dihasilkan yakni sebesar 30% laba 
bersih diserahkan ke masyarakat Desa Ponggok sebagai PAD. Kemudian bagi 
hasil juga dilakukan dalam bentuk kesepakatan dengan masyarakat yang 
melakukan investasi di BUMDes, serta dalam bentuk program 1 KK 1 investasi 
maupun program 1 rumah 1 mahasiswa serta program BPJS yang telah tersebar ke 
seluruh masyarakat Desa Ponggok.  
Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar.  
Pasal 13 
1) Hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan 
prosentase dari hasil laba netto dengan berpedoman kepada prinsip 
kerjasama yang saling menguntungkan. 
2) Pembagian Hasil Usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan LPJ 
dengan realisasi sbb: 
a) Disetor ke APBDes sebesar 30% 
b) Pemupukan Modal BUMDes sebesar 25 % 
c) Insentif Komisaris, Dewan Komisaris, dan Pengurus sebesar 15% 
d) Cadangan modal sebesar 10% 
e) Dana pendidikan dan pelatihan pengurusan sebesar 10% 
f) Insentif Badan pengawas sebesar 10 % 
3) Insentif di berikan kepada karyawan sebesar 1 % dari nilai pendapatan 
kotor. Insentif menjadi biaya di keluarkan pada tahun berikutnya. 
 
Adapun tanggung jawab pengelola BUMDes Tirta Mandiri sesusai dengan 
Pasal 14 Anggaran Dasar BUMDes Tirta Mandiri. 
Pasal 14 
Pengurus BUMDes memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 




BUMDes Tirta Mandiri didirikan pada tanggal 15 Desember 2009 yang 
berkedudukan di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, yang 
terdiri dari unit-unit usaha pariwisata (PT. Umbul Ponggok), unit usaha 
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perkreditan/ simpan pinjam (PT. Arta Tirta Ponggok), unit usaha perikanan (PT. 
Mina Tirta Mulia), kios kuliner (PT. Ponggok Ciblon), unit usaha toko desa (PT. 
Sumber Panguripan), unit usaha bidang konstruksi bangunan (PT. Bangun Tirta 
Jaya). Pendirian BUMDes dan pengelolaan unit-unit usaha di BUMDes susah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 
2009. Selain itu pengelolaan unit-unit usaha di BUMDes Tirta Mandiri Klaten 
juga sudah sesuai dengan AD ART BUMDes Tirta Mandiri dan UU Desa No. 6 
tahun 2014. Adapun pengelolaan unit-unit usaha juga sesuai dengan Pasal 8 
Anggaran Dasar BUMDes Tirta Mandiri bahwa jenis unit usaha BUMDes 
meliputi antara lain unit usaha: Pengelolaan Air Bersih, Perikanan, Pariwisata 
umbul ponggok, Perkreditan, dan Kios kuliner dan toko. 
Tanggung jawab pengelola BUMDes Tirta Mandiri dan Kepala Desa 
Ponggok terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok adalah dalam bentuk 
bagi hasil dari laba yang dihasilkan yakni sebesar 30% laba bersih diserahkan ke 
masyarakat Desa Ponggok sebagai PAD. Adapun tanggung jawab pengelola 
BUMDes Tirta Mandiri sesusai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar BUMDes Tirta 
Mandiri yaitu memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada 
Komisaris yang dilaksanakan setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya. 
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